PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Menimbang

Mengingat

o 1.

DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

: a. bahwa dalam rangka mempertegas ketentuan sanksi

administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek perlu

penyempurnaan mengenai sanksi administratif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Trenggalek;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5050);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009

Nomor 1Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2009 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 11, angka 12, angka 32, dan angka

42 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Trenggalek.
Bupati adalah Bupati Trenggalek.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Trenggalek.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam

urusan pemerintahan dalam negeri.

Penyelenggara  adalah Pemerintah Daerah  yang
bertanggungjawab dan berwenang dalam  urusan

administrasi kependudukan.

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek yang
bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan

pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Trenggalek yang mempunyai kekuatan
hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
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Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan = peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen
kependudukan berupa kartu identitas atau surat

keterangan kependudukan.

Dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari
dokumen  kependudukan yang  dihasilkan proses

pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau
surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas

menjadi tinggal tetap.

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat
NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang

terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas

anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP,
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil

pada Instansi pelaksana.

Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada
instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

-8 -
Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan

status kewarganegaraan.

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan
kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang
terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada
orang asing untuk tinggal tetap di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan
kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang
memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa
yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah

sebagai penduduk tinggal terbatas.

Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di

desa/kelurahan.

Sistim Informasi Administrasi Kependudukan, yang
selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi

pelaksana sebagai satu kesatuan.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi

kerahasiaannya.
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Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya
disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk
pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama

Islam.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, yang
selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah
satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan

pelayanan administrasi kependudukan.

Penduduk rentan administrasi kependudukan, yang
selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk, adalah
penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh
dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana
alam, kerusuhan social, atau bertempat tinggal di daerah

terbelakang.

Keluarga adalah sekelompok orang, yang mendiami
sebagian atau seluruh bangunan, yang tinggal bersama
dan makan bersama dari satu dapur, yang tidak terbatas
pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja,
atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh

bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
Kepala Keluarga adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak yang

bertanggungjawab terhadap keluarga; atau
b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu, dan
lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal

bersama-sama.

Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat
tinggal untuk menetap karena kepindahan dari tempat

yang lama ke tempat yang baru.

Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari
seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan
perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak

tersebut.
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Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum

seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang

sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.

Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain

secara sah menjadi anak sendiri.

Buku  Harian  Peristiwa Penting dan  Peristiwa
Kependudukan, yang selanjutnya disingkat BHPPK, adalah
buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di
desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan
dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting
dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen

kependudukan.

Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP,
adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan
status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk
setiap keluarga dan diperbaharui setiap peristiwa dan
peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara
Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

Buku Mutasi Penduduk, yang selanjutnya disingkat BMP,
adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan
setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang
menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai
dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga
Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal
Tetap.

Buku Induk Penduduk Sementara, yang selanjutnya
disingkat BIPS, adalah buku yang digunakan untuk
mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh
seseorang yang dibuat wuntuk setiap keluarga dan
diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal

Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
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Buku Mutasi Penduduk Sementara, yang selanjutnya
disingkat BMPS, adalah buku yang digunakan untuk
mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa
Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status
anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di
Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal

Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Petugas rahasia khusus adalah petugas reserse dan
petugas intelejen yang melakukan tugas khusus di luar

daerah domisilinya.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang
diwujudkan dengan perilaku ketagwaan dan peribadatan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi
luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal

bangsa Indonesia.

Penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, selanjutnya disebut penghayat kepercayaan adalah
setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai
penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa.

Ketentuan huruf ¢ dan huruf e Pasal 3 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini

meliputi:

a. pencatatan dan penerbitan surat-surat keterangan

kependudukan;
b. pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan;
c. pencatatan dan penerbitan akta-akta pencatatan sipil;

d. pemberian informasi data kependudukan;
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e. sosialisasi masalah kependudukan dan pencatatan

sipil;

f. penyelesaian masalah hukum yang terjadi; dan

g. pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus,

sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa

denda apabila melampaui batas waktu pelaporan

peristiwa kependudukan dalam hal:

a.

pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan
Pindah Datang, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah);

pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Warga
Negara Indonesia melampaui batas waktu 14
(empat belas) hari sebelum rencana
kepindahannya, sebesar Rp100.000,00 (seratus

ribu rupiah);

pindah datang dari luar negeri bagi penduduk
Warga Negara Indonesia melampaui batas waktu
14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan,
sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas melampaui
batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan
Izin Tinggal Terbatas, sebesar Rp500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah);

. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu

14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal
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Tetap, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah);

pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas
waktu 14 (empat belas) hari sebelum rencana
kepindahannya, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah);

perubahan KK melampaui batas waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya perubahan, sebesar

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

perpanjangan KTP melampaui batas waktu
terhitung sejak berakhirnya masa berlaku KTP,
sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus,

sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa

denda apabila melampaui batas waktu pelaporan

peristiwa penting dalam hal:

a.

kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam
puluh) hari sejak kelahiran, sebesar Rp50.000,00

(lima puluh ribu rupiah);

perkawinan melampaui batas waktu 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal perkawinan, sebesar

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

pembatalan perkawinan melampaui batas waktu
90 (sembilan puluh) hari setelah putusan
pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah);
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perceraian melampaui batas waktu 60 (enam
puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang
perceraian yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

ribu rupiah);

pembatalan perceraian melampaui batas waktu
60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan
tentang pembatalan perceraian mempunyai
kekuatan hukum tetap, sebesar Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

kematian melampaui batas waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal kematian, sebesar Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah);

pengangkatan anak melampaui batas waktu 30
(tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan
penetapan pengadilan oleh Penduduk, sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

pengakuan anak melampaui batas waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak
oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang
bersangkutan, sebesar Rp150.000,00 (seratus

lima puluh ribu rupiah);

pengesahan anak melampaui batas waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang
bersangkutan melakukan perkawinan dan
mendapatkan akta perkawinan, sebesar

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

perubahan nama melampaui batas waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan
pengadilan negeri oleh Penduduk, sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

perubahan status kewarganegaraan di Indonesia
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari
sejak berita acara pengucapan sumpah atau
pernyataan janji setia oleh pejabat, sebesar

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
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1.  peristiwa penting lainnya melampaui batas waktu
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan
penetapan pengadilan, sebesar Rp50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah).

(2) Dihapus.

5. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98,
Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 merupakan
penerimaan Negara dan disetor secara bruto ke Kas Umum

Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 November 2011
BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUNs 2012 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina
Tanggal 14 Februari 2012
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI KABUPATEN TRENGGALEK
I. UMUM

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan Pasal 89 sampai dengan
Pasal 92, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftran Penduduk dan Pencatatan
Sipil Pasal 104 sampai dengan Pasal 107, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Trenggalek Pasal 97, Pasal 98, dan
Pasal 100, belum mengatur besaran sanksi administrasi berupa
denda bagi penduduk yang terlambat dalam melaksanakan
kewajibannya. Oleh karena itu, agar Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Trenggalek dapat dilaksanakan,
maka perlu mengatur besaran denda dimaksud dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1



